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ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi.
Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem
pemerintahnya kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada
pada keputusan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Desa atau pekon sebutan lain dalam pemerintahnya dipimpin oleh kepala
desa. Kepala desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan desa. Pekon adalah sebutan lain dari
pemerintahan desa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan
peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang tata cara
pemilihan kepala desa, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa.
Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang
pemerintah Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dinyatakan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi
hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa. Rumusan masalah yang
diteliti dalam penelitian ini yakni_bagaimana tata cara pemilihan kepala desa di
Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras<Kabupaten Pesisir Barat? dan bagaimana
pandangan figh siyasah terhadap sistem pemilihan kepalasdesa di Pekon Bandar
Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat? Tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian skripsi ini adalah ingin _mengetahui tata cara;pemilihan kepala
desa di Pekon Bandar Jaya dan tata cara pemilihan kepala desa dalam tinjauan
figh siyasah. Metode Penelitian yang digunakan .dalam skripsi ini adalah
penelitian jenis®lapangan“(field research), yaitu penelitian=yang dilakukan secara
langsung terhadap peristiwa dan. data-data’ yang_ada di lapangan. Berdasarkan
hasil penelitian menufjukan. bahwa 1).. Tata cara“pemilihan Kepala Desa di
Pekon Bandar Jaya dipilih secara Iangsu‘ng melalui pemilihan kepala desa
(pilkades) oleh penduduk desa. Usia minimal kepala desa adalah 25 Tahun, dan ia
harus berpendidikan paling rendah SMA, dan termasuk penduduk desa setempat.
Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang
dibentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus
lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. 2). Tata cara pemilihan Kepala
Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat pemilihan Kepala Desa ditinjau dari figh siyasah dapat
dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam figh siyasah didasarkan pada
musyawarah tata cara atau model apa yang disepakati masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan
judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi ini
adalah "TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018). Judul tersebut

terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil

telaah, pandangan, pendapat, setelah penyelidik dan mengamati objek tertentu.*

Figh Siya>sah adalah ilmu pengetahuan tata Negara Islam secara spesifik
membahas tentang seluk belukr pengaturan kepentingan: umat manusia pada
umumnya dan Negara.pada khususnya, berupa penetapan hukum peraturan, dan

kebijakan oleh lembagagkekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran

I oS -

Islam, guna mewujudkan ken-ﬂ%é§léhatan baé'fs'r'ﬁénusia dan menghindarkannya dari
berbagai kemudaratan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

bernegara yang dijalaninya.’

'Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :
Balai Pustaka, 1990), h. 952.

*Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
(Jakarta : Erlangga, 2008) h. 11



Tinjauan Figh Siya>sah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk
meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam

bernegara berdasarkan hukum Islam.?

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang

Tata Cara Pemilihan Kepala desa.

Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.*

Berdasarkan Penjelasan diatas maka yang penulis maksud dengan judul
"Tinjauan Figh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus
di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir;Barat Tahun 2018)",
adalah‘upaya untuk. melihat dalam pelaksanaan tata cara pemilihan kepala desa di

Pekon Bandar Jaya-Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir-Barat.

e -

¥ S - - s

B. Alasan Memilih Judul.- e v

Alasan yang mendorong memilih memilih judul "Tinjauan Figh Siya>sah
Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pekon Bandar Jaya

Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)" adalah sebagai berikut:

*Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Pranada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 4

*Indonesia, Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan (Bandung :Fokus Media,
2014), h. 2



1. Alasan Objektif

Kedudukan Kepala Desa sangat urgensi bagi kelancaran pemerintahan dan
pembangunan Desa, oleh karena itu dibutuhkan Kepala Desa yang tepat atau
layak. Selain itu, tata cara pemilihan kepala Desa memiliki korelasi dengan
hasil terpilihnya Kepala Desa yang tepat atau layak. Hal ini yang membuat
penulis tertarik untuk meneliti tentang tata cara pemilihan kepala Desa di

Pekon Bandar Jaya.
2. Alasan Subjektif

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena

adanya relavansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu.yang dipelajari.
C. Latar Belakang Masalah

Indonesia_adalah-salah satu Negara yang menganut.sistem Demoksrasi.’

Demokrasi  memilikigfartimssuatu . keadaangsNegara. dimana dalam sistem

~ . e

pemerintahannya kedaulatanny;; berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat
dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi
adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan
menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi

yaitu melalui pemilihan umum.

*Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005),
h. 50



Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu perwujudan kedaulatan
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna
menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum
Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin
negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa pemerintahan
demokratis. Pemerintahan desa selama ini memang menarik untuk dicermati, hal
itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala desa yang masih dianggap
sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena
calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat.

Desa atau sebutan lain dalam:pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa,
kepala desa ‘adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan desa. Kedudukan kepala desa adalah sebagai kepala eksekutif
dalam pemerintahan Desa:® Kepala desa dalam urlisan-pemeérintahannya dibantu
oleh Badan PermusVéiWafét_rf:Desa (BPQ)zadz_aJah— syatu lembaga desa yang
bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepc-entingan masyarakat desa dan sebagai
badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintahan
desa termasuk membentuk panitia pemilihan kepala desa jika masa pemerintahan
kepala desa sudah berakhir. Desa diberbagai daerah di Indonesia terdapat banyak
sebutan nama lain seperti Kepala Kampung, Desa, Peratin dan Tiyuh.

Pekon adalah nama lain dari pemerintahan desa yang ada di Kabupaten

Pesisir Barat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01

Koswara Kartapradja, Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat
(Jakarta : Candi Cipta Parada, 2002), h. 302



Tahun 2018 Pekon adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengangkatan Kepala desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di
Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenubhi
syarat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara langsung,
bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 01 Tahun = 2018 Tentang tata cara pemilihan,
pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dalam pasal 23 ayat (1)
calon peratin wajib memenuhi persyaratan :

ay. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP
dan menunjukkan KTPasli.

b. bertakwarkepada tuhan yang maha esa.

c. bersedia memébang __tg'_gu_h dan mgngéﬁlalkéh-pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar. Negara kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir.

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang
dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir.

f. bersedia dicalonkan menjadi peratin yang dibuktikan dengan surat

pernyataan.



g. dihapus

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan

Legalisir SKCK dari kepolisian setempat.

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari rumah sakit daerah.

k. tidak pernah menjadi peratin selama 3 (triga) kali masa jabatan yang
dibuktikan dengan surat pernyataan.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang
pemerintah untuk.saat ini. sangat sulit ‘terselenggara dengan lancar berkualitas
karena bermainnya-faktor-faktor kepentingan politik, kepéentingan untuk ingin
berebut kekuasaan ké't-iniﬁeiqg;*-_hﬁkikat ngg:__'aimﬁnkan oleh pilkades yaitu
pemerintahan desa yang Iegiti.mate (SAI;|). Disamping itu penyelenggaraan
pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat
desa sehingga sering kali kebudayaan sangat berperan didalamnya. Seiring dengan
hal ini dalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan dan konflik. Di
dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan
persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. Yang diwarnai dengan kericuhan
dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi

seperti ini tidak jarang terjadi diberbagai daerah desa yang terdapat di Tanah air



Indonesia. Seperti halnya di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten
Pesisir Barat. Proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat

dan akhirnya menuai konflik.

Sesuai dengan wawancara penulis kepada bapak Samsuri pada tanggal 25
November 2019’ sebagai panitia pemilihan kepala desa di pekon Bandar Jaya
Kecamataan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tentang sistem pemilihan kepala desa
ialah ada beberapa proses yaitu : Landasan Hukum Pilkades, berakhirnya masa
jabatan kepala desa (persiapan pemilihan kepala desa), pembentukan panitia
pemilihan, penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon, pencalonan
kepala desa, kampanye, pemilihan kepala desa, penetapan dan pengesahan calon
yang terpilih, pelantikan kepala desa yang terpilih. Persiapan dalam pemilihan
kepala desa yang dilakukan panitia ialah tempat pencoblosan, pengamanan, dan
tempat perhitungan suara.

-

Pekon Bandar Jaya.yang terletak di Kabup_aten Pesisir Barat dikenal masih
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sangat homogen yang maﬁd’ﬁ;ﬁ;/a terdaﬁé;-'ada[t_ _Ia_rﬁbung dan didominasi oleh
mayoritas Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan
dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat lupa diri akan pentingnya
kekeluargaan dan kebudayaan demi kepentingan politik yaitu memenangkan calon
mereka masing-masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai
lawan politiknya. Pemilihan kepala desa sama artinya dengan pemilihan yang

akan menduduki pemerintahan di desa tersebut. Pemilihan pemimpin dalam Islam

"Wawancara Penulis Dengan Bapak Samsuri Saat Pra Riset, Tanggal 25 November 2019



hukumnya wajib, karena kita bisa bayangkan bagaimana jadinya jika dalam suatu

Negara tidak ada pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara.

Seperti dalam firman Allah swt

J‘-U‘-* uMA‘J PYES JJ ﬁ‘ﬁ‘ eﬂb 4”‘-’ u;jwj-‘ e-'-'S ol dy—ujb A uJ‘ Uﬁﬁ

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. Al-Nisa>'(4): 59)

Maksud ayat di atas adalah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan
patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya® dan kepada orang yang memegang
kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam
totalitas ajaranragama Istam Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek
kehidupan termasuk kEpemlm’plnan dan pengangkala:n pemimpin. Islam adalah
agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan
ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat
seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan
mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak
hanya bertanggung jawab diurusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab
diakhirat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih

mendalam tentang pandangan Islam terhadap pemilihan kepala desa di pekon



Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tersebut dan

implikasinya bagi masyarakat setelah pemilihan kepala desa.
D. Fokus Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan subtansi
materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruanglingkup penelitian berguna
untuk memberikan batasan agar penelitian dapat berfokus kepada penelitian yang
dijalankan.

Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang
akan dijalankan yaitu mengenai. "Tinjauan Figh Siya>sah Tentang Tata Cara
Pemilihan Kepala Desa (Studi-Kasus di-Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)". Pembatasan penelitian berdasarkan pada
permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang“dijelaskan secara
rinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah.

Jadi, fokus pgngli_t_ian Qa_I_am penel_i_tj,am-h_wi_ yaitu tinjauan terhadap Figh
Siya>sah terhadap tata car;‘bfémilihan \ksébéla desa di Pekon Bandar Jaya
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat adalah dengan berkontribusinya
masyarakat Pekon Bandar Jaya dalam memilih calon kepala desa yang jujur, baik
dan bertanggung jawab.

Setelah masyarakat memilih pilihannya dan mereka juga harus melihat dan
mengawasi bagaimana kinerja kepala desa yang terpilih tersebut. Masyarakat juga
melihat kinerja pemerintahan yang ada di Pekon Bandar Jaya pada periode 2018-

2024.
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E. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang penulis kaji yaitu :

1. Bagaimana tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?

2. Bagaimana pandangan Figh Siya>sah terhadap tata cara pemilihan
kepala desa di Pekon Bandar Jaya kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir

Barat?
F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk.mengetahui tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar
Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisirbarat.

2. Untuk Fﬁ;'ngé_téh}ji;'pandangah_:::;fit.q; ‘S%i/é>sah terhadap tata cara
dalam memilih kepala desa yang tidak menyalahi posisinya dalam

Islam.
G. Signifikansi Penelitian
Adapun signifikansi atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca

khususnya yang terkait permasalahan dalam skripsi ini.
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2. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan

pemilihan kepala desa yang tidak menyalahi posisinya dalam Islam.
H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan
masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan

selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.®
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field
research). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.’ Yakni dari berbagai

informasi  yang4berkaitan_dan dari}__bukuf—_byKu_yang membahas tentang

0 o

sistem pemilihan kepala aésa dan huk-ﬁm Islam, termasuk juga data primer
hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek
penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang sistem pemilihan
kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten pesisir
Barat, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki
peran dalam pelaksanaan pemilihan di Pekon Bandar Jaya Kecamatan

Ngaras Kabupaten Pesisir Barat secara bebas dan terpimpin. Bebas

SWardi Bahtiar, Metode Ilmu Dakwah ( Jakarta : Logos cet 1, 1997), h. 1
*Ahmadi Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research (Jakarta : Sumbangsi,
1975), h. 2
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termimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih

dipimpin oleh kerangka pertanyaan.
b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang
diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.™

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-
fakta dengan interprestasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan
menjadi jelas dan gemblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk
menguraikan dan-menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.'
Penulis akan 'menganalisis tentang Tinjauan Figh Siya>sah Tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala (Studi, Kasus'Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras

Kabupaten Pesisir-Barat Tahun 2018).
2. Populasi dan Sa’iﬁﬁpel- : 4 ——_—

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang
diteliti.** Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah
masyarakat desa Bandar Jaya yang sudah mempunyai hak pilih dalam

pemilihan kepala desa pada tahun 2018 yang berjumlah 420 orang.*®

%M. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

"Ibid. h. 66

12Sedermayati, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Bandung : Mandar Maju, cet I,
2002), h. 121

Monografi Desa Bandar Jaya Tahun 2018
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Sampel adalah contoh, refresentasi atau wakil dari satu populasi yang
cukup besar jumlahnya.** Tujuan penelitian mengambil sampel ialah untuk
memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati

sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling
adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel
yang diperlukan. Purposive sampling juga disebut judgmental sampling, yaitu
pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” (judgment) penelitian mengenai
siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh
karenanya agar sangat objektif, penelitian harus punya latar belakang
pengetahuan.tertentu mengenai sampel yang dimaksud_agar benar-benar bisa
mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

Kriterlayang pantas dijadikansampel‘penelitian adalah 10 orang.

a. KepalajPesa.1 (satu) orang s

~ B o
G L

b. Panitia Pemilihan 3 (tiga) orang
c. Tokoh Masyarakat (Agama, adat) 1 (satu) orang
d. Warga Desa 5 (lima) orang

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan

atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada

“Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Sosial (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 148
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penelitian. dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari

Desa Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang
dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai
literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian
disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan
mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tata

cara pemilihan kepala Desa secara umum dan Islam.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas

masalaah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Observasi

Observasi _adalah ~pengamatan yang_ dilakukan secara sengaja,

I oS e .

sistematis mengehéi-'?“err-'(;mena sox§'-ia'l'd-e-ngan gejala-gejala pesikis untuk
kemudian dilakukan pencatatan. Kaitannya dengan pengumpulan data
dilakukan observasi partisipatif.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka
antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (narasumber) dengan
menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Untuk mendapatkan

informasi secara lengkap tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di
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Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, penulis
melakukan wawancara dengan pihak berikut ini: 1) masyarakat, 2) tokoh
masyarakat, 3). Kepala Desa, 4) panitia pemilihan.®
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses tata
cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat, seperti data primer yaitu data-data yang berasal
dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka
dengan cara membaca referensi terkait.
5. Pengolaan Data
Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data

agar menjadi‘sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

a. Editing

e -

I oS - - e .

= e
s -

Editing yaitu mengore‘k';‘i apakah.'aéta yang terkumpul sudah cukup
lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal
ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi
perpustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan, jelas dan tidak

berlebihan tanpa kesalahan.

102

SSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian lapangan ( Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.
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b. Systematizing atau sistematisasi data

Yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan
urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan secara sistematis data

yang sudah di edit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisa Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis
dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh
gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat
tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah
dan tekhnik untuk memuaskan:keingintahuan penelitianpada suatu yuridis

atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan:



BAB Il
PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYA>SAH

A. Konsep Pemimpin Dalam Figh Siya>sah

Pemimpin yaitu perihal, atau cara memimpin.'® Merupakan sebuah sistem
organisasi kemasyarakatan atau kelembagaan, maka secara ideologis/filosopis
mengenai sifat-sifat dan sumber dari pemimpin dapat didasaarkan pada nilai-nilai
agama dan adat-istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata pemimpin ini
berasal akar dari kata pemimpin yang berarti mengetuai atau mengepalai,
memandu, melatih, atau memenangkan paling banyak. Kata bendanya adalah
pemipin yaitu orang yang memimpin. Pemimpin adalah perihal memimpin, cara

memimpin.’

Menurut syiah/lmamiyyahs, pemimpin memiliki fistilah” ‘khusus yaitu
imamah. Konsep.imamah.atau pemimpin adalah bagian dari.hal'yang penting dari
aliran syiah. Sedangkan' f_T'I_eﬂU[l_.it Ki Hajar-=_|3_§w§ntara memberikan 3 basis
pemimpin yaitu ing ngarso sung tuladha,.-aiﬂrang madya mangun karsa, tut wuri
handayani. Yang pertama, ing ngarso sung tuladha, ngarso artinya didepan,
tuladha maksudnya contoh. Jadi, seorang pemimpin pada top level manajemen
seyogyanya memberikan contoh yang baik. Kedua, ing madya mangun Karsa.
Madya artinya tengah, mangun berarti membentuk sesuai dengan keperluan,

sedang karsa artinya kehendak. Siapapun pemimpin itu, dia adalah middle

manager artinya, jika mau berfikir dan bertindak konsisten, siapapun pemimpin

®Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta :
Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1995), h. 769
" Ibid. h. 769
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itu pasti punya atasan. Dengan demikian dianjurkan untuk dapat membentuk,
memperhatikan, memelihara dan menjaga kehendak dan keperluan atasan serta
bawahan secara seimbang. Ketiga, tut wuri handayani. Tut wuri artinya
dibelakang, sedangkan handayani artinya memberikan kekuatan. Sebagai
pemimpin, harus mampu mengasuh bawahan dengan baik, bukan memanjakan
tapi justru memberikan arahan dan rasa aman.*® Maka dalam penelitian ini perihal
kepemimpinan menyangkut masalah-masalah yang menjadi persyaratan, nilai-
nilai idealitas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan suksesi

pemimpin tersebut.

Ibn Farhun menjelaskan. bahwa padasasalnya ada ada dua jenis siyasah,
yaitu siyasah.dzalimah yang diharamkan syara’ dan_syariah adilah yang
menegakkan = kebenaran, menolak berbagai kejahatan, skerusakan dan
meweujudkan tercapai nya tujuan syariat. Syara' berkewajiban‘untuk merujuk

pada siyasah adilah dan _r_nenjadikannya sebagfl_i sandaran dalam menegakkan

e
I oS - - e .
= . =

. &

kebenaran.*® = —

Dalam menggali makna pemimpin atau perihal apa saja yang berkaitan
dengan pemimpin ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam atau sebuah studi
khusus dengan konsep tinjauan yang berarti mempelajari dengan cermat atau
meneliti dengan melakukan analisis terhadap sebuah objek.?’ Dalam pengertian

ini pula termasuk cara menganalisis temuan-temuan penelitian dengan cara

®Djokosantoso Moeljono, Beyond Leadership (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 51

“Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama", Jurnal Al
Adalah, Vol X No 3 Januari 2012, h. 270

»Depdikbud, Ibid. h. 1060
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melakukan komprasi beberapa pandangan para pakar yang telah menemukan
sesuatu konsep untuk mempertajam dan memperkuat hasil kajian. Jadi, penelitian
benar-benar dilakukan secara komprehensif dan holistik dari berbagai paradigma

keilmuan yang terkait.

Studi tentang pemimpin dapat dipandang sebagai studi tentang kekuasaan
dan politik. Setiap masyarakat, terbagi kedalam dua kategori yaitu pemimpin dan
yang di pimpin. Untuk menstudi kepemimpinan struktural/birokrasi politik berarti
memahami struktur, proses dan perilaku politik pemimpin.?* Konsep pemimpin
dalam Islam didasarkan pada syura, yakni ketentuan-ketentuan yang bersumber
dari wahyu ataupun hadis Nabi. SAW. Salahssatu dalil yang mencakup tentang
terdengar ditelinga kaum muslimin adalah dari Abdullah  bin Amru yang

mengatakan bahwa Rasullah SAW bersabda.:

.....

22 haabrya il Sl A Z AN

- —— -
e -
¥ S -

-

"Tidak halal bagi t'i-géi"bra'ﬁg yang;mefaikakan perjalanan, kecuali mereka

(bertiga) dipimpin oleh salah seorang diantara mereka".”® (H.R. Abu Dawud)

Hadis tersebut kemudian dipahami pentingnya seorang pemimpin dalam
berbagai hal. Kata perjalanan hanya merupakan analogi, ada yang

menginteprestasi bahwa hal itu adalah perjalanan sebuah negara, sebuah

?IR. Eep Saefullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1994), h. 34

22Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kawait, Daar Al-Qalam, 1984), h.80

*Dalam redaksi yang berbeda imam abu dawud telah meriwayatkan dari abi sa'id bahwa
Rasullah SAW bersabda "apa bila tiga orang keluar untuk bepergian, makaa hendaknya mereka
(bertiga) dipimpin oleh seorang diantara mereka". Lihat Abdul Qaadim Zallum, sistem
pemerintahan Islam, (Bangil : al-izzah 2002/1422), cet, vi, h. 147-148
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organisasi, sebuah perusahaan, sebuah keluarga dan lain sebagainya, yang pada
intinya setiap ada sebuah kelompok baik berskala kecil maupun besar mesti ada
seorang pemimpin yang dipilih dari bagian kelompok dimaksud. Hal ini
membuktikan bahwa Islam sangat concern terhadap pentingnya kepemimpinan

dalam segala hal.

Konsep pemimpin dalam Islam yang disandarkan kepada wahyu sebagai
standar nilai bagi kepemimpinan, setidak-tidaknya merupakan karakter yang
melekat pada diri pemimpin, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. A>li-'Imra>n

(3): 104) adalah sebagai berikut :

1. Menegakan Kebenaran.

a

A T’/ EsN Lo Aol vata R s afate. AR F( <A as Bt 22, alii}
aa oLl S e O3t I 0aallh (35605 paall I Ghe I adh a5 (KAl

A A

o345

Dan hendaklah dlan;qra: kam_u. ada seg_c_)longrfl_'n_ Orang yang menyeru kepada

- i

kebajikan, menyuruh (berbu;{) yang ma'ﬁxf, dan mencegah dari yang munkar.
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* Ayat ini secara eksplesit
menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin itu adalah menegakkan kebenaran
dengan menyuruh bawahannya untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari
perbuatan keji dan terlarang baik menurut hukum maupun agama. Firman

Allah dalam (Q.S. Al-'Ankabu>t (29): 69) menyebutkan :

G D) aad 0 G~ GG 25 s 13 A il

#Q.S. 'A>li-'Imra>n (3): 104



21

Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhoan kami, benar-benar
akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah

beserta orang-orang yang berbuat baik.*®

2. Beriman Kepada Allah, dalam hal ini firman-Nya Allah (Q.S. Muhjammad

(47): 7) menjanjikan :

AT > ws Laiz l“ 58 24 a (Al PO T T
2B Eay a0k i ) lals ) 5kl sl il

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah,

niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.?®

3. Meneladani Rasul SAW, Allah berfirman dalam (Q.S. Yu>nus (10): 14) :

O3lend Qi D1 2a0m) Ga o) A Gl 3Kl 5

Kemudian'Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi

setelahimereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.’

4. Sifat-sifat pemimpin menurut wahyu ilahi ad_alah : Ama>nah{, yaitu selalu
bersikap tanggug jg-\;\-?ab'dét;i\ihhk pernaﬁ_%éhﬁiﬁakgri janji dan jauh dari sikap
munafik. Dengan berkata bohong, tidak menepati janji, jujur dan suka
berkhianat. (Q.S. 6 : 80) Sh}idiq, yaitu selalu bersikap benar, jujur dan dapat
dipercaya (Q.S. : 19;41,50,56), Tablig, yaitu memiliki kecendrungan untuk
selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam (Q.S. : 42 :

48).

Q.S. Al-'Ankabu>t (29): 69
26Q.S. Muhlammad (47): 7
27Q.S. Yu>nus (10): 14
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Salah satu keputusan yang paling krusial sebagai pemimpin adalah
posisinya sebagai "panutan” dalam bahasa agama disebut sebagai uswatun

sebagaimana ditegaskan dalam (Q.S. Al-'Ah|za>b (33): 21) berikut ini :

S ) 855 e sy d 1A% O Sad da End A g3 e a1 KAl

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat

dan yang banyak mengingat Allah."?®

Dalam fakta sejarah pemimpin Rasulullah diakui, baik non muslim apalagi
dikalangan muslim, bahwa tiada. bandingnya. la merupakan pemimpin yang
kharismatik. Karena dalam dirinya terhimpun sifat-sifat ama=>nabh, sidiq, fat{onah
dan tablig. " Menurut istilah Musollinit dan Hitler, pemimpin .itu adalah simbol

rakyat dan‘perjuangan‘mereka. Oleh karena itu seorang pemimpin-harus tahu betul

I oS -

posisi yang diemban mereka dan karenanya hafusspmenjaga diri dari sifat-sifat

- - B
—— 1 - -
oy b

tercela.?

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan masyarakat atau sebuah institusi,
harus selalu dapat menentramkan masyarakat yang dipimpinnya, dengan
memberikan keteladanan yang baik untuk ditiru dan dijadikan rujukan bagi
kehidupan para pengikutnya. Dengan demikian, seorang pemimpin pada

hakekatnya adalah teladan. Jika seorang pemimpin tidak lagi mencerminkan

?8(Qs. Al-'Ah|za>b (33): 21)

»*Kedua tokoh ini (Musollini dan Hitler), menegaskan bahwa hanya pemimpin besarlah
yang dapat memahami dan meng-artikulasikan sejati para pengikutnya oleh karena itu ia harus
cerdas, jujur dan amanah. Ideologi politik mutahir, konsep, ragam, kritik dan masa depannya,
Ibid, h.310
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keteladanan, dengan ucapannya yang tidak konsisten misalnya dan tidak sesuai
dengan kenyataan, selalu berubah-ubah tanpa kejelasan makna yang dimaksudkan

sudah pasti yang terjadi adalah pembalikan.

Pemimpin berada pada posisi yang menetukan terhadap perjalanan sebuah
negara Islam. Apabila sebuah negara memiliki seorang pemimpin yang prima,
produktif dan cakap dalam pengembangan dan pembangkitan daya juang dan
kreativitas amaliyah, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai
titik keberhasilan. Dan sebaliknya, jika suatu negara dipimpin oleh orang yang
memiliki banyak kelemahan, baik dalam keilmuan, manajerial, maupun dalam hal
pemahaman dan nilai tanggung.jawab, serta.lebih mengutamakan hawa nafsunya
dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka dapat dipastikan, bangunan

umat akammengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran.*

Hal ini telah'disampaikan dalam (Q.S. Al-'Isra>' (17):°16) :

1335 LD SN 0 IR AR Gyl 2008 Gl 3 G351 1315

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan
kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila
mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya
berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan

sama sekali (negeri itu)."*

%Dino Patti Djalal, Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SYB (Red & White Publishing,
2008), h.1
31Q.S. Al-'Isra>' (17): 16
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Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis
dalam terwujudnya masyarakat yang sangat strategis dalam terwujudnya
masyarakat yang berada dalam Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafu>r (Q.S.
Saba' (34): 15), yaitu masyarakat Islami yang dalam sistem kehidupannya
menerapkan prinsip-prinsip Islam. Begitu pentingnya pemimpin atau imam dalam

sebuah jamaah atau kelompok.

Kita lihat dari sejarah Islam, ketika Rasulullah SAW. wafat maka para
sahabat segera mengadakan musyawarah untuk menentukan seorang khilafah.
Hingga jenazah Rasulullah pun harus tertunda penguburannya selama tiga hari.
Para sahabat ketika itu lebih..mementingkan terpilihnya pemimpin pengganti
Rasullah, karena kekhawatiran akan terjadinya. ikhtilaf (perpecahan) dikalangan
umat | muslim kala itu. Terpilihnya Abu bakar sebagai khalifahsyang pertama

setelah Rasulullah Saw wafat.

Memandang sedemikian urgensinya seoranggkepala negara, Ibnu Taimiyah

mengatakan bahwa 60 tahun di|‘o'i'fmpin oleh Eémimpin yang durhaka itu lebih baik

dari pada sehari tanpa seorang pemimpin.*

Menurut Al-Ghazali bahwa manusia itu mahluk sosial, ia tidak dapat
hidup sendiri yang di sebabkan oleh dua faktor: pertama, kebutuhan akan
keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal itu hanya mungkin pergaulan
antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; kedua, saling membantu

penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Pergaulan pasti akan

%2|bnu Taimiyah, Majmu'at al-Fatwa, (Jakarta, Terjemahan), h. 455
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mengakibatkan lahirnya anak, dan tidak mungkin seseorang secara sendirian
menjangga anak sekaligus mencukupi kebutuhan yang lain. Manusia tidak akan
mampun mengerjakan sawah atau ladangnya dengan sempurna, dia memerlukan
alat pertanian, yang untuk pengadaannya memerlukan pandai besian tukang kayu.
Untuk penyediaan makanan di butuhkan penggiling gandum dan pembuat roti.
Demi keselamatan dan keamananya di perlukan rumah yang kokoh untuk menjaga
dari gangguan dan serangan dari luas. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan
saling membantu antar sesama manusia disanalah lahir negara karena dorongan

bersama.*®

Ali-Syariati dalam pandangan tentang-pemimpin negara di dalam bukunya
Umma>h{ dan.ima>mah{, terlebih dahulu menjelaskan konsep ummah, yang di
sajikan dengan sudut pandang sosiologis dan kemudian mengarah pada kebutuhan
akan imamah dalam:gerakanya menuju kesempurnaan. Kata ummah di ambil dari
kata amma, yang berarti menUJu dan bernlat In| terdlrl dari tiga arti : gerakan,
tujuan dan ketetapan kesadara:'; dan karen‘a a>mma ;)ada dasarnya mencangkup
makna kemajuan (t}agad}d}um), maka makna ini juga tersusun dari empat arti :
1) ikhtiar, 2) gerakan, 3) kemajuan, 4) tujuan. Dengan menjaga makna tersebut,
kata "umma>h}" tetap pada akar dari arti "jalan yang lurus", artinya kelompok

manusia yang bermaksud menuju “jalan".*

*Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:
Universitas Indonesia, 2000), h. 75

% Ali-Syariati, M. Faishol Hasanuddin, Ummah dan Imamah, penerjemah (Jakarta : yapi,
1990), h. 3
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Menurut Syarrati kata "umma>h}" mempunyai  keistimewaan
dibandingkan kata nation, kaum, kebilah, sya'b (rakyat).*® Menurut kata yang
paling mengena untuk menyebutkan kelompok manusia adalah kabilah, yang
berarti kesamaan umat manusia dalam Kkiblat dan tujuan. Sedangkan ummah
mempunyai kelebihan dibandingkan kabilah, kelebihannya seperti yang di

ungkapkan oleh Syari‘ati sebagai berikut:

"Sesungguhnya ummah kabilah, menjadikan kesamaan kiblah sebagai
sendi ikatan kemanusiaan, kekerabatan dan maknawi yang nyata, dan sebagai
alasan untuk berkumpul disuatu tempat gerakan itu mengarah ke kiblat yang sama

sebagai asas berfikir."®°

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya iman (pemimpin negara) itu
diproyekstkan untuk mengambil peran dalam kenabian dalam menjaga negara dan
mengatur dunia.’’ pemberian jabatan imamah (kepemimpinan)-epada orang yang

mampu menjalankan;_,.'l'_u_gas- di atas paada_gmat'a_dgla_h wajib berdasarkan ijma’

= 5
S

i =

(consesus ulama) kendati Al-Asham menyimbang dari mereka. Apakah kewajiban

pengangkatan pemimpinan negara itu berdasarkan akal atau syariat?

Pengangkatan pemimpin negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan
syariat. Orang-orang yang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk

kepada iman (pimpinan negara) yang melindungi manusia dari segala bentuk

5 Ali-Syariati membagi pengertian masyarakat kedalam 10 bentuk, termasuk didalamnya
ummah yang mempunyai keistimewaan dibanding dengan pengertian yang lain. Untuk lebih jelas
tentang p§6mbagian dan penjelasannya lihat Ali-Syariati, Ummah dan Imammabh, Ibid, h. 32-34

Ibid, h. 37

%"Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulbhaniyah diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath

dan Fathurrahman (Jakarta : Darul Falah Fadli Basri, 2006), h. 1
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ketidak adilan, memutuskan konflik dan permusuhan diantara manusia. Tanpa
pemimpin manusia berada dalam kondisi chaos, dan menjadi manusia-manusia
yang tidak perhitungan oleh bangsa lain. Disamping itu imam juga mengurusi
agama, karena kepemimpinan dikategorikan sebagai ibadah dan syariat
menghendaki bahwa segala persoalan itu di serahkan kepada pihak yang

berwenang dalam agama.®

Allah berfirman dalam (Q.S. Al-Nisa>' (4): 59) :

60t 5 K2 B HARe 29 5l 03000 1 sadly a1 1kl 13 Gl (i

P Te f. afa wag - ! 3 a vl ;‘L, B et A PR ;‘L‘ T s
G50 Gl 58 Al 37 AV 50l il (5 23S G J3a0lls 4l ) 63305

Wahai orang-orang yang beriman! .« Taatilah ~Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri- (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian,
jika kamusberbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah-kepada Allah
(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman<kepada /Allah dan hari
kemudian. Yang.demikian.itu lebih utama (bagimu)-dan lebih-baik akibatnya..*

Pada ayat diatds,“AllahyTa'ala me,\{vajit_)_'IZén "Kita menaati pimpinan yang

memerintah kita.

Kepemimpinan telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat,
sama status wajibnya kepemimpinan adalah fardu kifayah seperti jihad dan
mencari ilmu. Artinya jika pemimpin telah dijalankan oleh orang yang berhak
menjalankanya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status
hukum kepemimpinan adalah fardu kifayah. Namun jika ada orang menjalankan

tugas kepemimpanan maka harus ada dua pihak :

*¥1bid, h. 2
%Q.S. Al-Nisa>' (4): 59
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a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (pemimpin)
b. Dewan imam (pemimpin) yang bertugas mengangkut salah seorang dari

mereka sebagai pemimpin negara.*’

Jabatan kepemimpinan dianggap syah dengan dua cara. Pertama,
pemilihan oleh ahlu aqdi wal Al-Hal (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam
(pemimpin) sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah
keanggotaan ahlu al agdi wa al-hal (parlemen) sehingga pengangkatan pemimpin

diantara mereka dianggap syah.

B. Kriteria dan Persyaratan Pemimpin Dalam Figh Siya>sah

Karakter adalah watak, . sifat,« akhlak ataupun kepribadian yang
membedakan seorang individu dengan individu yang lainnya. Atau karakter dapat
dikatakan juga sebagai keadaan'yang sebenarnya dari dalam diri'searang individu,
yang membedakan antara dirinya dengan individu lain:

Secara umum{_pgr§yara1_a\r_1_calon seqqangpe_rr_rir_qpin negara adalah adanya
kemampuan pada diri calon s;égfang pemin:ﬁ;'iﬁr-].untuk dapat memimpin orang lain
kearah pencapain tujuan sebuah lembaga yang dipimpinnya, serta dapat menjalin
komunikasi antar individu dengan individu yang lainnya, karena sebuah
institusi/organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi sosial antar manusia.

Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini mensyaratkan bahwa calon
pemimpin saat ini tidak harus dari golongan Quraisy atau pun dari keturunan

pemimpin sebelumnya, karena syarat ini suatu masalah yang diperselisihkan.

Maka tidak boleh membuat statement pasti, apalagi masalah ini adalah lapangan

“%lmam Al-Mawardi, Ibid, h. 2
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ljtihad, tidak boleh mutlak-mutlakan. Lebih lanjut menurut Ibnu Khaldun, bahwa
mengapa Nabi Muhammad Saw mengatakan bahwa pemimpin itu harus golongan
Quraisy, karena menurutnya Quraisy waktu itu merupakan golongan yang kuat,
tangguh dan terkemuka, mereka memilki solidaritas kelompok yang kokoh
membuat mereka paling berwibawaa untuk memelihara keutuhan dan persatuan
umat Islam. Pemimpin seperti yang berasal dari golongan demikian mampu
mengurus kelompoknya dengan efektif, tapi jika ada salah satu suku, kelompok
atau seorang yang bisa melebihi atau sama seperti kelompok Quraisy maka berhak
pula memegang kepemimpinan. Karena bagi Ibnu Khaldun syarat tersebut hanya
merupakan simbolis belaka dan hak kepemimpinan bukanlah hak monopoli

Quraisy serta harus adanya persamaan hak.*

Seorang pemimpin Negara dalam. mengelola sebuahserganisasi atau
lembaga Negara harus memiliki jiwa kepemimpinan.(leadership) sehingga ia

-

mampu mempengaruhi bay\{ahan/rakyatnya untuk__bekerja dan produktif. Aktivitas
lembaga atau organisasi yang = dilakikan secara bersama-sama selalu
membutuhkan kepemimpinan dari seorang pemimpin. Jadi, seorang pemimpin

harus memperhatikan syarat-syarat kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan.

1. Kriteria Pemimpin

*suyuti Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta : Raja
Grafindo, 1999), h. 254
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Mengenai kriteria pemimpin Negara ini Sidi Ritauddin dalam tulisan

ilmiahnya*? memaparkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon

pemimpin. Kriteria tersebut adalah :

a. Sehat Jasmani dan Rohani, artinya memiliki energi fisik dan spiritual yang

berlimpah dan keuletan dalam bekerja. la rela bekerja keras atas dasar
pengabdian dan prinsip kebaikan, serta loyal terhadap kemajuan lembaga yang
dipimpinnya. Pemimpin yang cacat fisik dan mental akan menghancurkan
organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Termasuk cacat mental bagi orang

yang memiliki catatan hitam masa lalunya.

. bertagwa kepada Allah dan Rasulnya; dalam pengertian orang yang comited
atau konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan perintah Allah dan
Rasulnya“serta menjauhi segala Yang' dilarangnya.® /Artinya, ia memiliki
integritas kepribadian, shaleh pribadi dan shaleh secara® sosial, sehingga

matang, dewasa dapgbertanggung jawab dan.susila, Sebagaimana firman Allah

=

SWT yang menegaskan : "I-iéi orang-oréhg yang beriman, taatilah Allah dan

Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu" (Q.S. Al-Nisa>' (4) : 59)

¢. Mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagaimana seorang

pemimpin, kemampuan ini dapat diukur dari aspek manajeral,** karena

*’Hisyam Yahya At Thalib, Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam (Jakarta: Media

Dakwah, 1999), h. 56-57.

“Kriteria ini secara implicit juga mencakup karakteristik idealistic seperti jujur, amanah,

cerdas, dan tidak akan melakukan perbuatan yang tercela seperti KKN, Mo Limo, (mabok, main
judi, minum, madon dan maling), dan sifat tercela yang lainnya yang berhaluan dengan ajaran
agama.

*4Secara sederhana, menajemen adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu
dengan menggunakan tenaga orang lain "Management is simply getting things done through
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manajemen memungkinkan terjadinya perpaduan semua usaha dan aktivitas
yang mengarah pada tujuan institusi/organisasi. Juga menciptakan kerjasama
yang baik demi kelancaran dan efektifitas kerja, untuk mempertinggi daya

guna semua sumber dan mempertinggi hasil guna.®

d. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu
Planning  (perencanaan), Organizing (pengorganisasian),  Actuating

(penggerakan, aktualisasi), dan Controlling (pengawaasan).*

Mengangkat pemimpin dalam suatu perkumpulan atau organisasi
masyarakaat terlebih dalam sebuah Negara itu adalah wajib. Tetapi perlu
diperhatikan adalah siapakah yang pantas diangkat menjadi pemimpin dalam
organisasi/perkumpulan/masyarakat merupakan tanda, tanya besar. Tidak
sembarang ‘orang yang patut’ dipilih wntuk menjadi pemimpin. Dari hasil
penelitian literatur, dalam masalah suksesi kriteria calon pemimpin ini, ditemukan

banyak sekali nilai-p,ilgi_ profektif. Islami, yang _nle!t_akat pada Kriteria-kriteria

—_ i 5

=

pemimpin Negara yang baik selain telah diségutkan diatas.
Di antaranya ialah sebagai berikut :

1) Beragama Islam, dalam artian benar-benar konsisten dan taat

melaksanakaan ajaran Islam, sehingga dalam kepemimpinannya ada rasa

people" G.R. Terry, Principles of management, Richard D. Irwin Inc, Homewood, Illinois, 1977,
edisi ke-7, h.7

“**Manajemen ini dapat juga disebut sebagai pengendali suatu usaha ; yaitu merupakan :
(1) proses pendelegasian/pelimpahan wewenang kepada beberapa penanggung jawab dengan
tugas-tugas kepemimpinan, dan (2) proses penggerakan serta bimbingan pengendalian semua
sumber daya manusia dan sumber materil dalam kegiatan mencapai sasaran organisasi. Lihat,
kartini Kartono, Ibid, h. 148

“**M. Sidi Ritauddin, Tulisan llmiah dengan judul "Karakteristik Ulil Amri Dalam Format
Etika Politik Islam Perspektif Al-Quran (Bandar Lampung : Jurnal Tapis Vol. 1, 2005), h. 38-39
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tanggung jawab moral agama yakni pertanggung jawaban kepemimpinan
diakhirat kelak. Dari sinilah berpangkal apakah setelah ia menjabat akan
menjadi koruptor apa tidak. Orang yang lemah keberagamannya biasanya
akan cenderung melakukan praktek-praktek KKN dan susila.

2) Berakal dan sudah Baligh, hal ini dikarenakan dikhawatirkan orang gila
dan anak kecil tidak dapat menguasai dirinya sendiri, karena tidak tahu
tugas dan kewajiban. Mengangkat orang yang terlalu muda, meskipun
persyaratan sudah tercukupi, namun ada ketidakrelaan dari yang lebih
senior, dan pada gilirannya menjadi resentansi, bahkan Kkrisis
kepemimpinan.

3) Orang yang merdeka, dalam:arti tidak terikat oleh baju golongan, partai
atau ormas. Paling orang tersebut mampu membebaskan diri.dari aliran
kelompok/golongan setelah menjabat, karena ia sudah ;menjadi milik
public yang-hiterogen. Jika tidak maka ia akan terkesan melakukan KKN.

4) Tidak Fasik. fPiéneg_rt'_ig"j)*-_fasik ada!gr;'_:q'féng;yang keluar dari taat pada
Allah SWT atau orang.yang serir-19 kali berbuat maksiat, kalau kita
hubungkan dengan masa sekarang ialah orang yang sering kali melakukan
tindakan korupsi dan manipulasi yang secara otomatis kepemimpinannya
akan mengalami goncangan.”’

2. Persyaratan Pemimpin
Menurut Hazem berpendapat bahwa persyaratan untuk menjadi

pemimpin/imam adalah sebagai berikut :

“Mbid, h. 40
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a) Berasal dari Quraisy
b) Baligh
c) Mumayyiz
d) Laki-laki
e) Alim
f) Tagwa
g) Sesuai antara perintah dan perbuatannya.*®
Menurut Al-Mawardi bahwa pemimpin/imam itu harus memiliki
persyaratan adalah :
1) Adil
2) Berilmu
3) Sempurna panca indra
4) Sempurna anggeta tubuh
5) Memiliki keflmuan tentang Siyasah, aroiyah

e -

6) Berwibawa 2T - ol -
7) Nasab (Quraisy).*
Menurut Al-Juaini persyaratan untuk menjadi pemimpin/imam itu adalah
sebaagai berikut :
a) ljtihad (Mujtahid)
b) Dari Quraisy
c) Merdeka

d) Muslim

**Muhammad Yusuf Musa, Al-Madhal Liderasul Al-Figh al-Islam (Bairut : Dar Al-Fikr
al-Arabi), h. 209
“Ibid, h. 210
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e) Laki-laki
f) Mengetaui tentang kemaslahatan.

Menurut Ibnu Khaldun bahwa pemimpin harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

1) Islam

2) Laki-laki

3) Berilmu

4) Adil

5) Memiliki Kemampuan

6) Sempurna panca indera dan anggota badan.*

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya Imam (pemimpin Negara) itu
diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan
mengatur dunia.>* Pemberian pejabat Imamah'(kepemimpinan) kepada orang yang
mampu menjalankan. Tugas di atas pada umat-adalah-wajib berdasarkan ijma’
(consensus ulama) f'kéndéii_'_:ZAI_.-Asham hnjeny]mpang dari mereka. Apakah
kewajiban pengangkatan pemirﬁpin Negarz;l itu berdasarkan akal atau syariat?.
Pengngkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat.

Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin
negara harus cakap dalam segala sesuatunya, hal yang paling penting adalah sikap
keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang

baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Konsep mengenai persyaratan

*Muhammad Yusuf Musa, Pelajaran Figh Islam, Op, Cit, h. 109-110
*'Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultoniyah (Jakarta : Darul Falah Basri, 2006), h. 1



35

kepemimpinan Negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah
diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah yaitu :

1. Ikhlas karena Allah semata

2. Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, berpengetahuan luas

3. Berperangaian santun, kasih sayang, lemah lembut, dan ramah

4. Bersahabat

5. Berani dan Sportif

6. Siddiq

7. Tawaddu'

8. Pemaaf

9. Menepati janji

10. Sabar

11. Iffah'dan karam

12. war“dan-zuhud

- i -

13. Adil dan jujir52 s
Dari sifat-sifat tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :
Pertama : Ikhlas karena Allah semata

Senantiasa mengharapkan akhirat dengan ikhlas karena Allah semata.
Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat menghancurkan amal usahanya,
seperti gila kekuasaan, cenderung pangkat dan kesabaran serta pengaruh, atau

terperdaya dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa lain yang dapat merusak

kepemimpinannya.

52Syeh Mustafa Mansyur, Figih Dakwah, Cet 1 (Jakarta : Al I'tishom Umat, 2000), h.
410-415
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Kedua : Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, berpengetahuan luas.

Berdaya ingat, kuat, cerdas, bijak, berpengetahuan luas dan berpandangan
jauh dan tajam, berwawasan luas, mampu menganalisis berbagai persoalan dari
berbagai segi dengan cepat dan tepat menerapkan hasil analisisnya dengan baik,
tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta tidak gelap mata
ketika menghadapi luapan perasaan dan kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak
mau akan menghadapi situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu
perasaan. Karena itu ia harus berusaha menyelesaikan dengan menggunakan akal
sehat dan cara yang bijak.

Ketiga : Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah.

Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah. Hal ini
penting, karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan brbagai tipe manusia.
Diantara mereka ada hal yang jahil dan bodoh, karena‘itu seorang pemimpin
dengan sifat santunnya, berkewajiban melayani~mereka=dan menarik hatinya.
Setidak-tidaknya mereka tiadlgiqijadikan seQasgéi_'Eﬁuséhnya.

Sehubungan dengan ini Allah berfi-rman dalam (Q.S. A>li-'Imra>n (3):
159) :

3 LA Ga 135 i 5 8 3 1% S (A kel e

SR Sl ) il e R Gaate 1367 2 L8 2h ) gl gl ekl

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah

ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
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Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada
" 53

Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal".
Keempat : Bersahabat

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin. Lawan sifat ini adalah
kasar dan angker.
Kelima : Berani dan sportif

Berani dan sportif, tidak pengecut dan tidak membabi buta. Sifat pengecut
tidak membabi buta sangat membahayakan jama'ah. Keberanian, pada dasarnya,
adalah ketetapan dan ketahanan hati, kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak
takut mati. Keberanian yang utama adalah_berani mengatakan yang haq dan terus
terang, pandal menyimpan rahasia, mau mengakui kesalahan, menyadari keadaan
dirinya dan dapat mengendalikan hawa nafsunya terutama ketika marah. Maka
sifat keberanian sangat penting bagi seorang pemimpinumat.

Keenam : Siddiq

e -

I oS e .

Siddiq, benar dalar.n- Bé“r‘lééj[a, sikap%lﬁ’ri'bérbuatan, adalah sifat asasi yang
harus dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini harus dijaga, terutama bagi
pemimpin. Sifat siddig dalam kepemimpinan akan melahirkan ketentraman
kepada pimpinan dan akan menebalkan kepercayaan orang banyak kepadanya.
Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski hanya sedikit, akan menimbulkan
keraguan, merongkong kepercayaan, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan
pimpinan.

Ketujuh : Tawadhu'

*3Q.S. A>li-'lmra>n (3): 159
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Tawadhu', merendahkan diri dan tidak membanggakan diri kepada
manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia terhimpun dan terikat
kepada pemimpin. Sebaliknya, keangkuhan akan menjauhkan hati manusia
darinya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam (Q.S. Al-Syu'ara>' (26):
215) :

Ga 3 (e Sl () Salia (il

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang
Il54

mengikutimu.”.
Kedelapan : Pemaaf

Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ikhsan. Sifat-sifat ini perlu
dimiliki oleh pemimpin karenasia selalu berhadapan dengan sikap, persoalan dan
tipe manusia. Kadang-kadang ia berhadapan dengan gangguan, perbuatan tidak
senonoh atau’ persoalan-persoalan yang membangkitkan kemarahan yang datang

dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan terhadap jama'ah selalu

melalui pemimpin. Karenasitu setiap pemimpin-harus menghiasi dirinya dengan

e -

I oS

sifat pemaaf, menahan améfa’ﬁ;ciéﬁ N,
Kesembilan : Menepati Janji

Menepati janji dan sumpah setia. Akhlak seperti ini diperlukan oleh setiap
muslim, terutama mereka yang bergerak dalam amal Islam. Lebih-lebih mereka
yang menjadi pemimpin gerakan atau sebuah lembaga institusi. Akhlak ini dapat
melahirkan kepercayaan dalam gerakan, tolong-menolong, kemantapan dan akan

membuahkan hasil yang ingin dicapai. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Fath|

(48): 10) :

*Q.S. Al-Syu'ara>' (26): 215
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-

sl Lo Qo e E&6 a8 2l (55 AT Xl () sl W) 8 s Gl

Artinya : "Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan
mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar

janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada

Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar".>

Kesepuluh : Sabar

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebab kepemimpinan adalah
sebuah amalan dari ummat, dimana terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit
dan penuh berbagai persoalan yang berlawan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi,
kesabaran ketahanan dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang yang
mengemban amanah dari ummat. Firman Allah (Q.S. Al-Bagarah (2): 153) yang
artinya :

Chiall el &5 stally Sl 8L 1 Jal (il il

"Wabhai orang-orang yang, berlmanl Mohonlah peﬂolehgan (kepada Allah) dengan

sabar dan shalat. Sungguh, AIIah beserta orang orang yang sabar".*®

Kesebelas : Iffah dan Kiram

Iffah dan Kiram adalah dua sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh
pemimpin. Sifat ini melambangkan kesucian jiwa dan tidak mudah tunduk kepada
hawa nafsu dan kecendrungan yang mengotori jiwa. Dengan sifat ini pemimpin
tidak menjadi gila harta. Sebab ia menyadari, gila harta akan melemahkan

tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin.

°Q.S. Al-Fath| (48): 10
*®Q.S. Al-Bagarah (2): 153
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Keduabelas : Wara' dan Zuhud

Wara' dan Zuhud, sifat ini dapat menjauhkan seseorang pemimpin dari
hal-hal yang syubhad dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa karena
takut terjebak dalam kemurkaan Allah.

Ketigabelas : Adil dan jujur

Adil dan jujur, dua sifat ini sangat penting dimiliki oleh seorang
pemimpin. Terutama kaitannya dengan kerja sama (amal jama'i), sebab dua sifat
ini akan menjadikan anggota menjadi tenang dan sadar akan hak dan tanggung
jawabnya. Dengan ini pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan
kepercayaan ummat akan bertaambah yakin kepada pemimpinnya.

Pandangan Al-Quran terhadap. sistem kepemimpinan desa sangatlah tegas,
bahwa_landasan pemilihan figur pemimpin negara yang kharismatik, ideal dan
berwawasan luas adalah pemimpin yang ‘mematuhi hukum-hukum Allah dan
menaati tuntuna=Rasulullah. Jika sistem pemilihan didaSarkan pada sistem
demokrasi (syuro) yaﬁ’é—diéja[[{ar_l.,Al-Qura;\r_a;s:c'_jh'ﬁ_-peﬁlmpin yang dipilih tersebut
adalah pemimpin yang benar-be.nar mampu-, cakap dan terampil, serta integritas
kepribadiannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul, maka dapat dipastikan bahwa
maslahat dan kemajuan ummat. Untuk itu karakteristik pemimpin desa yang telah
digambarkan diatas dapat dijadikan acuan dalam memilih pemimpin negara serta

tipe-tipe kepemimpinan desa yang baik, demi masa depan ummat yang baik pula.
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C. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin Dalam Figh Siya>sah

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur
urusan-urusan dunia dengan ajaran agama Yyang diamanahkan untuk
melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang baik, amal shaleh dan
perantara yang menyampaikan semua orang.>’

Kepemimpinan dalam Islam, dengan demikian, didasarkan pada ketentuan
yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu kedua sumber
tersebut, merupakan sumber dasar membentuk pemimpin dasar membentuk
pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Berbicara tentang
hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan acuan Al-Quran dan Al-Hadis.
Sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Dalam (Q.S. Al-Bagarah (2): 30) Allah SWT berfirman :

s o Al (o L a3 108 B8 ) 3 Jela ) A0l et 6

A5 Y e e ) 08 0 G s, 2 (A5 sl

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
"Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia
berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-
Bagarah (2): 30).>®

> Abdul Mufis Abdul Sattar, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jakarta : ter. Tajjudin
Pogo, pustaka Ikadi, 2010), h. 4
*%Q.S. Al-Bagarah (2): 30
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Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukan tentang kekhalifahan
dimuka bumi yang berfungsi pemimpin terhadap sesama manusia maupun
terhadap alam dan lingkungan.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama
untuk menaati Allah dalam artian menjalankan semua yang diperintahkan kepada
kita semua dan meninggalkan apa yang dilarangnya, kedua kita harus menaati
Rasulnya karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudian
yang ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (ulil amri) dalam arti.

(Q.S. Al-Nu>r (24): 55) :

Al ey

i

wwﬂ\@\usuaﬂ\@?wu;j@\\jmje&uy\g Sl

T g%

OsSo Y (553" el g8 3a aa (a aedlial aed (Ll oA e ) Gl gl
2 Leo FI I_é,_ _ },o, _az T (20~
O sholl 20 G133 G332 58 (5237

Artinya : "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh
akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah

=

menjadikan orang-orang sebei'ljm mereka_.berkuasa, dan sungguh Dia akan
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia
benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan
menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada
mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap)

kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik".*®

°Q.S. Al-Nu>r (24): 55
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2. Al-Hadist

Ada bebrapa hadis yang menerangkan bahwa memilih pemimpin itu
hukumnya wajib bagi kaum muslimin, diantaranya sebagai berikut :

Dari Abi Said, Rasulullah bersabda :
0 sl el i 3 188 oA
"Tidak halal bagi tiga orang yang melakukan perjalanan, kecuali mereka (bertiga)
dipimpin oleh salah seorang diantara mereka."®* (HR. Abu dawud)

Dari Abdullah ibn Amru yang bersumber dari Rasulullah SAW yang

bersabda :

02, ahaal agle 137al 1506 a8 eV
...... Tidak halal bagi tiga orang yang berada dibumi yang lapang kecuali mereka
mengangkat ‘salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas.mereka. (HR

Ahmad),®

Berdasarkan beberapa-ayat dan hadis.tersebut di atas menunjukan bahwa

- .
-

memilih pemimpin péfnﬁﬁw'pirr'-',\éyoritas uiﬁ;;ﬁa-'ita'ﬁeWajibkan hukumnya, tetapi
sebagian ulama menyatakan pendapat tidak wajib. Perbedaan dengan pendapat ini,

terlihat pada pendapat dibawah ini.

%9 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kawait, Daar Al-Qalam, terjemahan, 1984), Ibid, h.
80

%1 Dalam redaksi yang berbeda imam abu dawud telah meriwayatkan dari abi sa'id bahwa
Rasullah SAW bersabda "apa bila tiga orang keluar untuk bepergian, makaa
hendaknya mereka (bertiga) dipimpin oleh seorang diantara mereka". Lihat Abdul
Qaadim Zallum, sistem pemerintahan Islam, (Bangil : al-izzah 2002/1422), cet,
vi, h. 147-148

®Ibid, h. 85

®3Kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kawait, Daar Al-Qalam, 1984), h. 85
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1) Ibnu Hazm, Ahlul sunnah, Murjiah, Syiah, dan Khawarij adalah wajib
mengangkat pemimpin yang adil, yang akan menegakan hukum Allah dan
sunnah Rasul-nya.

2) Menurut Imam Mawardi : mengangkat pemimpin bagi orang yang
berkecimpungan dalam hal ini, ditengah ummat wajib berdasarkan ijma’.
An Nabawi dan Ibnu Haldun juga berpendapat demikian.

3) Mengangkat pemimpin wajib berdasarkan akal, menurut pemikiran para
ugaha untuk taslim kepada pemimpin yang mencegah mereka dan
kezaliman dan mendamaikan dalam perselisihan dan permusuhan.

4) Imam Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin
adalah fardu kifayah, artinya.yang dituntut untuk menegakan adalah
ummat semuanya, jika pemimpin belum tegak™ummat selalu dituntut
kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya
pemimpin=dan apabila pemimpin tidak—ada, -maka dosanya menjadi
tanggungan um“#)at':s'glyrghnya. Hgtltu_ber&r’u ummat telah melakukan
maksiat dan melalaikaﬁ kewajibar-l penting yang diperintahkan oleh
Allah.**

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga
rakyat, Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan
administrasi, polotik, dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap hal

yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum.

®4Husein bin Mubsin Au Jabir, Ibid, h. 100
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Adapun yang dimaksud dengan 'musyawarah™ dalam istilah politik adalah
hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan
politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum
maka sistem hukum itu adalah sistem hukum dikatorial atau totaliter. Jika
dinisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatorial itu diharamkan dalam agama
Islam sebab bertentangan dengan agidah dan syariat.

Ibnu Taymiyah berkata "Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah
sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal ini.®®

Ijma’ sahabat dan tabiin. Disepakati pada saat Abu Bakar berpidato
dimasjid bertetapan dengan dilantiknya oleh seluruh umat Islam guna
mempertegas, pembaitannya yang telah dilakukan oleh para,sahabat senior di
Sagifah Bani Saidah. Dalam pidato pengukuhannya, ‘Abu Bakar antara lain
menyatakan sebagai berikut:

"Wahat“sekalian “manusia, siapa yang-menyembah Muhammad, Kini
Muhammad telah wafét. Tépi:g‘ia_pa yang rrge:nyeﬁnb&h "Allah, sesungguhnya Allah
itu kekal selama-lamanya". Lélu ditengaﬁ-tengah pidatonya itu, Abu Bakar
melontarkan pertanyaan kepadaa segenap hadirin, "(Saudara-saudara), Kini
Muhammad telah wafat, tapi menurut pendapatku tegas Abu Bakar, harus ada
seorang yang melanjutkan perjuangannya. Bagaiman menurut saudara-saudara?"
Tanya Abu Bakar. Lalu segenap hadirin serentak menjawab, "Anda benar, ya,

Abu Bakar".%®

®Farid Abdul Khalig, Figih Politik Islam ( Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005), h. 38
®®Ipid, h. 100
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Dari jawaban ini dianggap telah terjadi konsensus mengenai kewajiban
mengangkat Kepala Desa. Pandangan senada ini antara lain didukung oleh Ibn
Khaldun yang mengatakan, "Mengangkat imam (kepala negara) itu merupakan
kewajiban berdasarkan syariat. Karena telah ada Ijma’ sahabat dan tabi'in
mengenai hal itu." Hal ini dapat dijadikan dalil bahwa mengangkat imam (kepala
negara) itu wajib hukumnya.®’

Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya mengangkat kepala
negara atau pemimpin itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya,
seorang pemimpin berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal
tidak dianggap bahwa pemimpin sebagai bentuk ibadah yang akhirnya
menetapkan ,bahwa mengangkat pemimpin itu tidak wajib. Akal hanya
menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya
dari hentuk kezaliman  dan disharmonisasi, serta bersikap /adil didalam
memberikan pelayanan dan menjalin hubungan.” Dengan®™demikian, ia dapat
mengatur hal tersebut"aenghhﬁkajnya senglfldajn bukan dengan akal orang lain.
Hanya saja, syariat menggariskén supaya n-1enyerahkan segala persoalan kepada

pihak yang berwenang didalam urusan agama.®®

D. Tata Cara Pemilihan Pemimpin Dalam Figh Siya>sah
Persoalan pengangkatan pemimpin dalam kategori teori politik Islam
dianggap persoalan yang paling mendasar. Hal ini disebabkan oleh pentingnya

posisi seseorang pemimpin.

®"Ibid, h. 115
®®mam Al-Mawardi, Ahkam Sultoniyah (Jakarta : Qitshi Press, 2015), h. 9-10
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Tata cara pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat
dikategorikan dalam kedalam dua pola, yaitu : pengangkatan berdasarkan nash
atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola pertama,
dipegang oleh kaum syiah, sedangkan pola kedua, dianut oleh kelompok sunni,
pengangkatan pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan umat atau yang
lazim disebut syura. Alasannya adalah pertama, karena tidak adanya nash yang
goth'l tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Kedua,
karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah syura.® Allah berfirman
dalam (Q.S. Al-Syu'ara>' (26): 38) :

3 (s 2 Al

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."

Lebih rinci Abu Zahrah dalam metode makna, menjelaskan bahwa
pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara : pertama, melalui
pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah tanpa ada pengangkatan
atau penunjukan oleﬁﬁfses_e;rﬁén__g, kedua, h{fé;'\é;;ngllatan atau penunjukan dari
khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya.
Ketiga; pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap
beberapa orang, yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk
selanjutnya dipilih satu diantara mereka.”

Ketiga pola kepemimpinan diatas, mengacu pada proses pengangkatan

masa Khalifaur Rasyidin, menurut Husein Haykal, bahwa pemilihan Khalifaur

®*Musdah Mulia, Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal (Jakarta :
PARAMADINA, 2001), h. 228
Ibid, h. 229
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Rasyidin itu berbeda-beda. Cara pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara
pemilihan khalifah sesudahnya, sebelum meninggal Abu Bakar mencalonkan diri
Umar bin Khatab. Kemudian pengganti berikutnya oleh Umar diserahkan kepada
enam sahabat besarnya. Mereka itulah yang diserahi untuk melakukan seleksi
siapa diantara mereka berenam yang akan diangkat menjadi khalifah. Selanjutnya
Ali bin Abi Thalib, dipilih menjadi khalifah berdasarkan pemilihan bebas. Bahkan
menurut Haykal, bahwa dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi
dalam pemilihan pemimpin, namun pola pengangkatan Khalifaur Rasyidin dapat
dijadikan rujukan Islam dalam pemimpin, sebab masa-masa setelah tidak sesuai
lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak
dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melangsungkan
pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin lebih banyak
menggunakan ijtihad.”" Seperti dikemukakan oleh Al-Hilli (1250-1325) dan
dikalangan sunni, seperti Al-Mawardi (975-1059) Al-Juwaini (1028-1085) dan
Ibnu Khaldun (1322-1406572n|\‘_/l?reka sepqgsl@'f)éhv;/a pemilihan pemimpin bisa
dilaksanakan dengan tidak haru-s perwakilz:m, namun kembali menurut Haykal,
bahwa pemilihan pemimpin tidak harus dilaksanakan dengan cara perwakilan,
menurutnya semua umat Islam berhak memilih pemimpin mereka. Alasannya,
semua orang Islam sama kedudukannya tidak ubahnya seperti gerigi sisir. Mereka
memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.”

Pelaksanaan pemilihan pemimpin umat Islam tidak harus terikat pada

ketentuan-ketentuan lama, apalagi jika ketentuan tersebut tidak lagi relevan

"bid, h. 230
21bid, h. 232
"1bid, h. 233
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dengan kondisi sosial masyarakat Islam saat ini. Kewajiban mengangkat
pemimpin adalah kewaajiban bagi selurun Umat Islam. Kewajiban mengangkat
pemimpin ini, menurut Al-Jurjani bahwa "mengangkat pemimpin adalah salah
satu dari sebesar-besar maksud dan sempurnanya kemaslahatan".”

Itulah tata cara yang telah dianjurkan para khalaf dalam pengangkatan
kholifah tidak ada lain kecuali harus mengikuti mereka. Sedikit saja melenceng
dari jalan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan dan kebangkrutan dunia dan
akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam (Q.S. Al-'Ah|za>b (33): 63) :

G i &8 A2 LT R0 8,3 Ly © AT die ale W) (B el e (i ety

Artinya : "Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit.
Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya disisi
Allah". Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah

dekat waktunya.”
Al-Ghazali menguatkan dengan pendapat bahwa :

"Ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan

i = e

adanya pemimpinnya yéné a-ifég_ti. Oleh ka[(?'ﬁ; itu "az:]ama dan pemimpin adalah
saudara kembar" atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah saudara kembar"
atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah pengawalnya, sesuatu yang tidak
ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalnya akan sia-sia".”

"Mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada syura dan

ijma sahabat dan tabi‘in. Mengingat bahwa para sahabat bersegera membait Abu

Bakar setelah Rasulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat

Said Hawwa, Al-Islam, jilid I, Al-I'thisom (Jakarta : Cahaya Ummat, 2001). h. 563

1bid, h. 340

"®yaskhyallah Mansur, Jama'ah Muslim: Penindasan Terhadap Islam dan Muslim, sudah
saatnya Muslim bersatu dibawah Hittoh ke Nabian (Bogor : Al-Fattah Press, 2005), h. 5
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kepadanya. Demikianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu tak pernah
masyarakat dibiarkan dalam keadaan tak berpemimpin. Semuanya merupakan
lima yang menunjukan bahwa kewajiban adanya pemimpin.”’

Sejarah dalam Islam mengatakan pada proses pengangkatan Khalifaur
Rasyidin, bahwa dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan penuh dengan cara
yang sederhana dan penuh dengan nuansa kebersamaan, seperti pada saat
pengangkatan Abu Bakar di Balai Sagifah, yang dilaksanakan hanya dengan bai'at
dengan terlebih dahulu mengangkat tangan Abu Bakar.”® Tanpa iringan dengan
kemeriahan yang berlebihan, yang menunjukan keadaan adanya perbedaan antara
pemimpin dengan warganya. Hal ini juga dilakukan oleh kaum muslimin sampai
pada proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib.

Istilah bai'at berasal dari kata ba'a yang berarti "menjual”. bai'at
mengandung makna perjanjian ; janji setia atau saling berjanji setia. Dalam
pelaksanaan bai'at secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah
pihak yang seakan-akah ééfléh é@tu pihakn\gg’_rﬁéﬁjuél apa yang dimilikinya dan
menyerahkan dirinya serta kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas segala
urusan.’

Pengertian bai'at tersebut mirip dengan teori "kontrak sosial™ dalam ilmu

politik. Teori ini menyatakan, seseorang atau sekelompok orang menyerahkan hak

kekuasaan dirinya kepada orang yang telah disepakati sebagai pemimpin.®

"bid

"8Joesoef Sou'yb, Sejarah Daulat Khulafuar Rasyidin (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h.
19

"Suyuti Pulungan, Figih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta : PT. Raja
Grafindo, 1999), h. 72

®1bid, h. 73
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Menurut Ibnu Khaldun, bai‘at adalah perjanjian atas dasar kesetiaan, bahwa orang
yang ber bai‘at menerima terpilih dirinya menjadi pemimpin dan sanggup
melaksanakan tugasnya, sementara menurut Abu Zahroh, bai'at merupakan syarat
yang disepakati mayoritas umat muslim.*

Bai'at bukan hanya sebatas ucapan lisan tanpa makna, lantas sesudahnya
tergugurkan kewajiban dan dosa, tetapi bai'at merupakan bentuk pengakuan diri
untuk istigomah dan berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh ketaatan
kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna bai'at sesungguhnya yang harus terpatri
dalam aqgidah diri manusia-manusia beriman.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa pengangkatan pemimpin
dalam Islam secara garis besar terdapat dua sistem. Pertama dengan cara
pemilihan langsung, seperti pada proses terpilihnya abu bakar dan Ali bin Abi
Thalib, dan kedua dengan cara tidak langsung atau dengan perwakilan, seperti
pada proses terpilihnya Umar bin Khatab dan Usman bin Affan. Sementara
keabsahan dengan caré Bgi:qt;itgarena bqi'fat-— _?a_dalﬂah bentuk perjanjian antara
kedua belah pihak dan perjanjian dengan Allah SWT.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu tentang demokrasi pemilihan kepala desa
sebagai berikut :

Pertama penulis yang telah dipublikasikan oleh Ipan Apriadi tahun

2018% yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun

81yh;
Ibid, h. 74
82|pan Apriadi, Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi
Terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bhati Il Babeko Kabupaten Bungo),
(Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2016).



52

2016 (Studi Terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bhati Il
Babeko Kabupaten Bungo)" metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan jenis pendekatan lapanngan (field Research) yang
membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016
Terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bhatin Il Babeko
Kabupaten Bungo. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah tahapan dalam
pemilihan Rio di Kecamatan Bhatin 1l Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan
Perbup Nomor 5 Tahun 2016. Dalam melaksanakan amanat Perbup Nomor 5
Tahun 2016 Terhadap PILKADES Serentak terjadi kendala yang mengahambat
implementasi Perbup tersebut, kendala yang dijelaskan oleh penulis ada 3 kendala
yaitu kemampuan dari panitia pelaksanaan pemilihan RIO disebabkan tingkat
pendidikan panitia yang rendah, kurangnya sosialisasi Perbup itu sendiri, dan
kurangnya partisipasi masyarakat.

Kedua penulis yang telah dipublikasikan oleh Ardi Sobirin Tahun 2018
yang berjudul: "Analiéis--qugj_k Penyelgr:ggé_réanﬂ Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2017" hasil dari penelitian penulis
dijelaskan bahwa penyelanggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tebo
tahun 2017 terjadinya konflik demontrasi pada saat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo, penyebab terjadinya konflik dalam penyelenggaraan pemilihan
Kepala Daerah di Kabupaten Tebo Tahun 2017 dimana pasangan calon Hamid-
Harmain merasa keberatan dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, sehingga calon pasangan Hamid-

8Ardi Sobirin, Analisis Konflik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi 2017, (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017)
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Harmain mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan mengangkat
dugaan isu terjadinya berbagai kecurangan selama penyelenggaraan pemilihan
Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tebo tahun 2017. Dimana
dugaannya ialah money politik, keterlibatan ASN dan tidak netralnya KPU
Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Ketiga penulis yang telah di publikasikan oleh Bisma Anggara Putra
Tahun 2015% yang berjudul : "Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Desa", menelaah Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kesimpulannya
menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa mengedepankan
musyawarah sesuai dengan asas otonomi asli harus diterapkan oleh pemerintah
dan apabila mekanisme musyawarah ini gagal, dilanjutkan alternatif pertama
yakni menunjukan pada pihak ketiga yang netral, dan yang terakhir yakni melalui
pengadilan khusus.

Adapun kesimbﬁlé-r;_hgfij dari tinjgggn'_bustéka yang dilakukan penulis
dengan mengamati dan mence;mati dari ketiga penelitian sebelumnya, maka
disini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dari penelitian pertama dan kedua
tidak satupun yang peneliti yang membahas tentang tata cara dalam pemilihan
Kepala Desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati demikian, ada
kemiripan judul penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dimana kesamaan

tersebut berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, disini penulis

8Bisma Anggara Putra, "Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa".
Skripsi ini tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).
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lebih memfokuskan tata cara dalam pemilihan kepala desa. Dalam penelitian
ketiga peneliti terdahulu menyebut Implementasi Peraturan Bungo Nomor 5
Tahun 2016, Analisis Konflik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Kesimpulan dari penulis di dasari pentingnya mengetahui tata cara

pemilihan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
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